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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN
PENYELENGGARAAN RADIO SIARAN AMPLITUDO MODULATION (AM)
PADA MEDIUM FREQUENCY (MF)

PITA FREKUENSI RADIO 535 kHz - 1605,5 kHz

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur penggunaan alokasi
spektrum frekuensi radio untuk dinas penyiaran
yang menggunakan Amplitudo Modulation (AM)
pada pita medium frekuensi radio diperlukan
pengaturan kanal radio siaran;

b. bahwa untuk mengatur pengkanalan frekuensi
radio siaran AM sesuai dengan ketentuan
Internasional dan proporsional untuk setiap
wilayah, perlu disusun Rencana Induk
(Masterplan) agar frekuensi radio yang tersedia
dapat digunakan secara optimal dan effisien, serta
terhindar dari gangguan penerimaan siaran akibat
interferensi dari pemancar radio lain di dalam
negeri maupun luar negeri;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Rencana Induk (Masterplan)
Frekuensi Radio untuk Keperluan
Penyelenggaraan Radio Siaran Amplitudo
Modulation (AM) pada Medium Frequency (MF) Pita
Frekuensi Radio 535 kHz — 1605,5 kHz;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3881);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000
tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005
tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

Peraturan Pemerintanh Nomor 50 Tahun 2005
tentang Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4566);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005
tentang Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4567);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
Pemerintah, Pemerintahan daerah propinsi dan
pemerintahan daerah Kabupaten Kota (Lembaran


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

10.

11.

12.

3 2014, No.101

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Departemen Komunikasi dan Informatika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi
dan Informatika;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara,;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan
Fungsi Eselon | Kementerian Negara, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara,

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Komunikasi dan Informatika;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 15/PER/M.Kominfo/06/2011 tentang
Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa
Keputusan/Peraturan Menteri Komunikasi dan
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Informatika yang mengatur Materi Muatan
Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA  TENTANG RENCANA INDUK
(MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK
KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO SIARAN
AMPLITUDO MODULATION (AM) PADA MEDIUM
FREQUENCY (MF) PITA FREKUENSI RADIO 535
kHz - 1605,5 kHz.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Pemancar Radio adalah alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang
menggunakan dan memancarkan gelombang radio melalui antena.

Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.

Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio
yang mempunyai lebar tertentu.

Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang
ditetapkan untuk suatu stasiun radio.

Izin Stasiun Radio yang selanjutnya singkat ISR adalah izin untuk
penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi
radio berdasarkan persyaratan tertentu.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya di singkat IPP
adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran
untuk menyelenggarakan penyiaran.

Analisis Teknis adalah perhitungan dari parameter teknis spektrum
frekuensi radio agar spektrum frekuensi radio yang ditetapkan sesuai
dengan peruntukkannya dan tidak saling menimbulkan interferensi.

Penetapan (Assignment) Kanal Frekuensi Radio adalah otorisasi
Menteri yang diberikan suatu stasiun radio untuk menggunakan
kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

Effective Monopole Radiated Power (EMRP) adalah daya pancar yang
disalurkan ke antena monopole dalam satuan Watt.

Wilayah Layanan (Service Area) adalah wilayah penerimaan stasiun
radio yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio
lain.
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11. Test Point adalah lokasi titik pengujian/pengukuran kekuatan medan
magnet yang merupakan batas terluar dari suatu wilayah layanan
(service area).

12. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya dibidang telekomunikasi.

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika.

14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika.

15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika

Pasal 2

Penggunaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan radio
siaran Amplitudo Modulation (AM) pada Medium Frequency (MF) double
sideband pita frekuensi radio 535 kHz - 1605,5 kHz sesuai dengan Rencana
Induk (Masterplan).

BAB |1
KETENTUAN TEKNIS
Pasal 3

Setiap penyelenggaraan radio siaran AM-MF double sideband sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi ketentuan teknis sebagai
berikut:

a. pita frekuensi radio yang digunakan 535 kHz - 1605,5 kHz dengan
jarak antar kanal 9 kHz sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

b. transmisi yang digunakan dalam siaran AM-MF meliputi:

1. transmisi mono dengan emisi A3EGN dengan necessary
bandwidth 20 kHz;

2. transmisi stereo dengan emisi A3EHN dengan necessary
bandwidth 20 kHz dengan sistem Compatible-Quadrature
Amplitude Modulation (C-QUAM);

c. spesifikasi pengukuran Out of Band Spurious Emission sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

d. menggunakan monopole antenna omni directional dengan polarisasi
vertikal,
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